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I. UMUM 

Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang 
dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan 
kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.    

Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang 
memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan 
kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang 
diperjualbelikan dengan dalih apapun. Darah sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Pemurah kepada setiap insan tidaklah sepantasnya 
dijadikan objek jual beli untuk mencari keuntungan, biarpun dengan 
dalih untuk menyambung hidup.  

Pelayanan darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka 
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat 
membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, 
aman, bermanfaat,  mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. 
Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang 
aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. 

Upaya memenuhi ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan 
kesehatan selama ini telah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia 
melalui Unit Transfusi Darah (UTD) yang tersebar di seluruh Indonesia 
berdasarkan penugasan oleh Pemerintah sebagaimana telah diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi 
Darah. Peraturan Pemerintah ini harus disesuaikan dengan 
perkembangan kebijakan, sumber daya, ilmu pengetahuan dan 
teknologi pelayanan kesehatan. 

Keberhasilan . . . 
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Keberhasilan pengelolaan pelayanan darah sangat tergantung pada 
ketersediaan pendonor darah, sarana, prasarana, tenaga, pendanaan, 
dan metode. Oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara 
terstandar, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara 
terkoordinasi antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan partisipasi 
aktif masyarakat termasuk organisasi sosial yang tugas pokok dan 
fungsinya di bidang kepalangmerahan sebagai mitra Pemerintah. 
Organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang 
kepalangmerahan, khususnya di bidang pelayanan transfusi darah 
adalah Palang Merah Indonesia, yang ditetapkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Perubahan kebijakan Pemerintah dari sentralisasi kepada desentralisasi 
yang telah menempatkan masalah kesehatan sebagai urusan wajib 
pemerintah daerah, perlu diimplementasikan secara nyata tanpa 
mengurangi tanggung jawab Pemerintah.  Pengelolaan pelayanan darah 
sebagai bagian yang esensial dan integral dari upaya kesehatan secara 
nasional haruslah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah 
dan pemerintah daerah dengan tetap mengacu pada kepentingan 
masyarakat luas. 

Pelayanan darah dalam arti luas mencakup kepentingan publik yang 
mendasar dan menjangkau kebutuhan jutaan manusia. Oleh karena itu 
kebijakan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini harus 
dilaksanakan dengan tetap berlandaskan pada asas perikemanusiaan, 
keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan 
kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif serta norma agama. 

Yang dimaksud dengan asas perikemanusiaan berarti bahwa pelayanan 
darah harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada 
Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama 
dan bangsa; asas keseimbangan berarti bahwa pelayanan darah harus 
dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik 
dan mental, serta antara material dan spiritual; asas manfaat berarti 
bahwa pelayanan darah harus memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi kemanusiaan; asas pelindungan berarti bahwa pelayanan 
darah harus dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum 
kepada pemberi dan penerima pelayanan darah; asas penghormatan  
terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pelayanan darah  

dilaksanakan . . . 
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dilaksanakan dengan menghormati hak dan kewajiban pasien, 
pendonor darah, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan; 
asas keadilan berarti bahwa pelayanan darah harus dapat memberikan 
pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat 
dengan pembiayaan yang terjangkau; asas gender dan nondiskriminatif 
berarti bahwa pelayanan darah  tidak membedakan perlakuan terhadap 
perempuan dan laki-laki; serta asas norma agama berarti pelayanan 
darah harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan  
agama yang dianut pendonor darah, pemberi  pelayanan transfusi darah  
dan penerima pelayanan transfusi darah. 

Darah diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan 
memenuhi kriteria seleksi pendonor darah dengan mengutamakan 
kesehatan pendonor darah. Darah yang diperoleh dari pendonor darah 
sukarela sebelum digunakan untuk pelayanan darah harus dilakukan 
pemeriksaan laboratorium guna mencegah penularan penyakit. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran 
khususnya dalam teknologi pelayanan darah, pengelolaan komponen 
darah dan pemanfaatannya dalam pelayanan kesehatan harus 
mempunyai landasan hukum sebagai konsekuensi asas negara 
berlandaskan hukum. Oleh karena itu dalam rangka memberikan 
pelindungan kepada masyarakat, pelayanan darah hanya dilakukan 
oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, dan 
hanya dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi 
persyaratan. Hal ini diperlukan untuk mencegah timbulnya berbagai 
risiko, terjadinya penularan penyakit baik bagi penerima pelayanan 
darah maupun bagi tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan 
kesehatan.  

Oleh karena itu pengamanan pelayanan darah harus dilaksanakan pada 
setiap tahapan kegiatan mulai dari pengerahan dan pelestarian 
pendonor darah, pengambilan dan pelabelan darah pendonor, 
pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, penyimpanan 
darah dan pemusnahan darah, pendistribusian darah, penyaluran dan 
penyerahan darah, serta tindakan medis pemberian darah kepada 
pasien. Pengamanan pelayanan darah juga dilakukan pada pelayanan 
apheresis dan fraksionasi plasma. 

Dalam  . . . 
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Dalam rangka memberikan landasan hukum, kepastian hukum, 
pelindungan hukum, peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan 
pelayanan darah, perlu mengatur kembali penyelenggaraan pelayanan 
darah dengan Peraturan Pemerintah.  

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur: 

1. Tujuan pengaturan pelayanan darah; 
2. Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam 

pelayanan darah; 
3. Pelayanan transfusi darah; 

4. Pelayanan apheresis; 

5. Fraksionasi plasma; 

6. Pendonor darah; 
7. UTD, BDRS, dan Jejaring; 

8. Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan; 

9. Pengiriman dan penerimaan darah dari dan ke luar Indonesia; 
10. Pendanaan; 

11. Pencatatan dan pelaporan; 

12. Pembinaan dan pengawasan; 
13. Ketentuan peralihan; dan  

14. Ketentuan penutup. 

 
II. PASAL DEMI PASAL   

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 
Pasal 4 . . . 
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Pasal 4 

Yang dimaksud dengan “pelayanan darah  yang aman” adalah 
pelayanan darah yang memenuhi prinsip darah berasal dari 
pendonor darah sukarela, berbadan dan berperilaku sehat dan 
memenuhi kriteria sebagai pendonor darah risiko rendah                
(low risk donor) terhadap infeksi yang dapat ditularkan melalui 
transfusi darah. Seluruh proses pelayanan transfusi darah harus 
sesuai standar dan sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Ayat  (1)  

Yang dimaksud dengan “rencana kebutuhan darah” adalah 
perencanaan kebutuhan dan penyediaan darah yang disusun 
dengan mempertimbangkan jumlah persediaan darah, jumlah 
pendonor darah, serta kebutuhan dan penggunaan darah 
sebelumnya. 

Ayat  (2)  

Cukup jelas.  

Pasal 8 

Ayat  (1)  

Yang dimaksud dengan ”pengerahan” adalah kegiatan 
memotivasi, mengumpulkan dan mengerahkan orang-orang 
dari kelompok risiko rendah agar bersedia menjadi pendonor 
darah sukarela.  
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